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BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN BANK BTN SYARIAH KCP BUKIT DARMO
TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN RUMAH BERMASALAH

A. Kebijakan Bank BTN Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan
Rumah Bermasalah

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan staf bagian

penagihan dan data tersebut telah dipaparkan pada bab 3 dapat diperoleh

data kebijakan yang pernah diambil pada periode januari-juni 2015 adalah:

1. Surat Peringatan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, surat peringatan dikeluarkan

jika apabila nasabah yang sudah dihubungi oleh Bank melalui telepon

belum mempunyai etikat baik untuk melakukan pembayaran.

Terjadi 1 kasus pada periode januari-juni 2015 yang di jatuhi

kebijakan Surat Peringatan oleh direksi yaitu pada kasus bapak Achmad

Fauzi Hasyim, yang bersangkutan menunggak 2 bulan dan

pembiayaannya dalam kategori dalam perhatian khusus. Sudah dikirim 2

Surat Peringatan dan secepatnya akan di beri Surat Peringatan ke 3

apabila nasabah yang bersangkutan belum ada etikat baik untuk

melakukan pembayaran angsuran.
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2. Pembinaan

Pembinaan di keluarkan apabila bank telah memberikan Surat

Peringatan sampai tiga kali akan tetapi belum ada tanggapan  untuk

melakukan pembayaran angsuran oleh nasabah, pada data KPR

bermasalah periode januari-juni 2015 ada dua kasus yang di beri

kebijakan pembinaan, yaitu pada kasus bapak Kasianti dan Ibu Kunthi

Puji Pangesti. Keduanya menunggak 3 bulan dengan kategori kurang

lancar.

Pembinaan di lakukan terus kepada keduanyan untuk menekan

agar kualitas pembiayaannya tidak semakin turun dan resiko NPF

semakin tinggi, oleh karena itun pembinaan lebih lanjut dan intens perlu

dilakukan.

3. Restrukturisasi

Restrukturisasi di lakukan apabila nasabah diprediksi masih bisa

untuk melakukan angsuran kembali dan mempunyai etikat baik untuk

kembali mengangsur, Bank akan memberikan solusi yaitu

restrukturisasi mulai dari penjadwalan kembali (rescheduling),

persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali

(restructuring).

Ada 2 kasus yang di jatuhi kebijakan restrukutrisasi yaitu pada

kasus ibu Trisnowati dan ibu Sri Widiawati, penjelasanya sebagai

berikut:
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Ibu Trisnowati ini menunggak selama 7 bulan dan kategori

pembiayaannyan adalah macet. Alasan macetnya adalah penurunannya

usaha suami, Setelah dilkukan pembinaan lebih lanjut nasabah ini

bersedia untuk dilakukan restrukturisasi dengan cara penjadwalan

kembali (rescheduling), bank bersedia melakukan rescheduling karena

nasabah ini mempunyai etikat baik untuk kembali mengangsur dan

melihat ada peluang usaha suaminya ini kembali bangkit.

Ibu Sri Widiawati menunggak selama 4 bulan dengan kategori

pembiayaan kurang lancar, penyebab penurunan keampuan pembayaran

nasabah ini jagka panjang oleh karena itu kebijakan yang diambil adalah

restrukturisasi dengan cara persyaratan kembali (reconditioning)

perubahan jumlah angsuran. Kebijakan ini tepat untuk diambil, karena

semakin lama bank menunggu maka akan besar pula peluang terjadinya

resiko NPF.

4. Novasi

Kebijakan novasi diambil apabila nasabah yang bersangkutan

sudah tidak mampu kembali melakukan pembayaran angsuran dan ada

pihak lain yang bersedia untuk melanjutkan angsurannya dengan kata

lain adalah perbaruan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ada 3

kasus yang di ambil kebijakan novasi, yaitu:

Kasus Bapak Agus Tribuno dengan tunggakan 4 bulan dan

kategori pembiayaannya adalah kurang lancar, dalam kasus ini nasabah
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yang bersangkutan sudah tidak mempunyai etikat baik dan kemampuan

untuk menganggsur maka bank dalam hal ini memutuskan untuk

melakukan novasi ke pihak lain, karena tawaran untuk restrukturisasi di

tolak oleh yang bersangkutan nasabah ini beranggapan jika melakukan

restrukturisasi akan lebih rumit dan lebih panjang lagi urusannya.

Kasus Bapak M. Syaifullah dengan tunggakan 3 bulan dan kategori

pembiayaannya adalah kurang lancar, Kiranya sama dengan kasus

pertama, nasabah sudah tidak mepunyai kemampuan untuk meneruskan

membayar angsuran, nasabah ini mengajukan novasi kepada bank

karena sudah tidak mampu melanjutkan membayar nagsuran.

Kasus Bapak M. Choirul Anwar dengan tunggakan 3 bulan dan

kategori pembiayaannya adalah kurang lancar, Nasabah ini sudah tidak

mau mebayar kembali angsurannya  karena yang bersangkutan akan

mutasi pekerjaan ke luar jawa, nasabah ini rela untuk dilakukan novasi

dan rela kehilangan uang muka asalkan ada yang mau melanjutkan

angsuran pembiayaan rumahnya.

5. Take Over

Kebijakan take over diambil dengan cara agunan yang

bersangkutan di jual kepihak lain dengan pemindahan KPR ke bank lain,

dengan alasan pihak yang bersangkutan menginginkan melanjutkan
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pembiayaan rumahnya ke bank lain yang di inginkannya. Di temukan 2

kasus yang menggunakan kebijakan take over yaitu:

Kasus Bapak A. Ismanto Hartoyo dengan tunggakan selama 4

bulan dan kategori pembiayaannya adalah kurang lancar, Nasabah ini di

take over karena kiranya sudah mampu untuk melanjutkan kembali

membayar angsuran, yang bersangkutan di phk oleh perusahaannya dan

istrinya sedang cuti 2 tahun karena melanjutkan kuliah jenjang strata 2,

untuk dilakukan restrukturisasi juga percuma karena nasabah ini sudah

tidak mempunyai penghasilan lagi, dengan kedua dasar itu maka Bank

memberikan kebijakan take over.

Kasus Ibu Citra Waghfirlana Dewi dengan tunggakan 3 bulan dan

kategori pembiayaannya adalah kurang lancar, alasan utama macetnya

angsuran dari nasabah ini adalah penurunan usaha suami sehingga

pendapatannya berkurang, saat dilakukan kunjungan istri nasabah akan

menyanggupi untuk melunasi tunggakannya, jika tidak nasabah yang

bersangkutan rela untuk dilakukan take over.

B. Analisis Kebijakan Bank BTN Syariah Terhadap Penyelesaian
Pembiayaan Rumah Bermasalah dengan Fatwa DSN MUI No: 47/DSN-
MUI/II/2005 dan Peraturan BI No: 13/9/PBI/2011

Dalam melakukan penyelesaian Pembiayaan bermasalah pada Bank

BTN Syariah pada periode januari-juni 2015 dapat diketahui untuk

penyelesainnya dilakukan dengan 5 cara yaitu dengan cara memberikan
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surat peringatan, pembinaan, restrukturisasi, novasi dan take over. Secara

garis besar dapat diketahui bahwa kebijakan yang dijalankan dapat dibagi

menjadi dua cara, yaitu dengan cara restrukturiasasi dan non restrukturisasi.

1. Restrukturisasi

Dari 10 kasus yang menjadi sempel penelitian penulis ada 2 kasus

yang diberi kebijakan restrukturisasi yaitu:

Kasus Ibu Trisnowati ini menunggak selama 7 bulan dan kategori

pembiayaannyan adalah Macet. Alasan macetnya adalah penurunannya

usaha suami, Setelah dilkukan pembinaan lebih lanjut nasabah ini

bersedia untuk dilakukan restrukturisasi dengan cara penjadwalan

kembali (rescheduling), bank bersedia melakukan rescheduling karena

nasabah ini mempunyai etikat baik untuk kembali mengangsur dan

melihat ada peluang usaha suaminya ini kembali bangkit.

Ibu Sri Widiawati menunggak selama 4 bulan dengan kategori

pembiayaan kurang lancar, penyebab penurunan keampuan pembayaran

nasabah ini jagka panjang oleh karena itu kebijakan yang diambil adalah

restrukturisasi dengan cara persyaratan kembali (reconditioning)

perubahan jumlah angsuran. Kebijakan ini tepat untuk diambil, karena

semakin lama bank menunggu maka akan besar pula peluang terjadinya

resiko NPF.

Dari kedua kasus diatas kebijakan yang diambil Bank BTN Syariah

KCP Bukit Darmo Surabaya dilihat dari Peraturan BI adalah telah
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sesuai, pada kasus Ibu Trinsowati dengan keputusan kebijakan Bank

adalah dilakukan penjadwalan kembali (rescheduling), dasarnya adalah

Peraturan BI No: 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7 Restrukturisasi

pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka

membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain

melalui: (a) “penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan

jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya”.

Sedangkan pada kasus Ibu Sriwidawati adalah dengan kebijakan

persyaratan kembali (reconditioning), dasarnya sama dengan dari kasus

Ibu Trisnowati yaitu Peraturan BI No: 13/9/PBI/2011 pasal 1 ayat 7,

akan tetapi yang dipakai menggunakan point (b) “persyaratan kembali

(reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh ersyaratan

pembiayaan tanpa menambah pokok kewajiban nasabah yang harus

dibayarkan kepada Bank.

Dari kedua kebijakan yang diambil penjadwalan kembali

(rescheduling) dan persyaratan kembali (reconditioning) telah sesuai

prosedur dan berdasar pada Peraturan BI No: 13/9/PBI/2011 tentang

restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Non Restrukturisasi

Kebijakan non restrukturisasi yang pernah diambil adalah surat

peringatan, pembinaan, novasi dan take over . penjelasannya yaitu:
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- Surat Peringatan

Kebijakan surat peringatan pernah dikeluarkan 1 kali yaitu

pada kasus bapak Achmad Fauzi Hasyim, nasabah ini dalam

catatan yang ada mempunyai trek record yang cukup buruk, baru

bulan juni 2015 membayar buka blokir angsuran lalu inggkar janji

kembali untuk membayar tunggakan yang masih 2 kali pada bulan

mei 2015 kemarin. Kategori nasabah ini adalah dalam perhatian

khusus dan telah diberikan Surat Peringatan 1, 2 dan 3.

Nasabah ini mempunyai potensi penurunan kualitas

pembiayaan ke kategori yang lebih rendah, bank haruslah bertindak

lebih cepat karena semakin lama menunggu maka resiko NPF

semakin besar. Tidak hanya menunggu lebih lama lagi harusnya

ada kebijakan lanjutan yang lebih tepat seperti restrukturisasi atau

lain sebagainya.

- Pembinaan

Kebijakan surat peringatan dikeluarkan 2 kali yaitu pada

kasus Bapak Kasianto dan Ibu Kanthi Puji Pangesti keduanya

sama-sama menunggak 3 bulan dengan kategori pembiayaan

kurang lancar.

Dalam hal ini Bank masih melakukan pembinaan, sambil

menunggu perkembangan keuangan nasabah ini. Menurut penulis

kasus nasabah ini sudah bisa di ajukan untuk dilakukan
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restrukturisasi dengan dasar pasal 10 ayat 1a “kebijakan dan

Standart Operating Procedure sebagaimana dimaksud ayat 1,

termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan

restrukturuisasi atas pembiayaan yang tergolong kurang lancar,

diragukan atau macet”.

- Novasi

Kebijakan novasi dikeluarkan 3 kali, yaitu pada kasus Bapak

Agus Tribuno, Bapak M. Syaifullah dan Bapak M. Choirul Anwar.

Ketiganya mempunyai kategori pembiayaan kurang lancar. Alasan

utama dilakukannya  kebijakan novasi karena nasabah yang

bersangkutan sudah tidak lagi mempunyai kemampuan untuk

mengangsur dan ada pihak lain yan bersedia melanjutkan angsuran

pembiayaannya KPRnya.

Prosedur pengambilan kebijakan yang diambil bank dalam

kasus ini sudah tepat ketiga nasabah sudah tidak mempunyai

kemampuan mengangsur dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI

ketentuan pertama (a) “ obyek murabahah atau jaminan lainnya

dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar

yang di sepakati”.

- Take Over

Kebijakan ini dikeluarkan 2 kali, yaitu kasus Bapak A.

Ismanto Hartoyo dan Ibu Citra Waghfirlana Dewi keduanya
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mempunyai kategori pembiayaan kurang lancar. Kebijakan take

over di ambil karena keduanya sudag tidak mempunyai

kemampuan untuk melanjutkan angsuran dan pada akhirnya

agunan yang menjadi jaminan di jual pada pihak lain, pihak yang

bersangkutan menginginkan melanjutkan angsuran KPRnya pada

Bank lain sehingga di ambilah kebijakan take over.

Prosedur pengambilan kebijakan yang diambil bank dalam

kasus ini sudah tepat ketiga nasabah sudah tidak mempunyai

kemampuan mengangsur dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI

ketentuan pertama (a) “ obyek murabahah atau jaminan lainnya

dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar

yang di sepakati”.


